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‘Bersama ini kami sampalkan dengan hmrmat Perda Kabupa .

ten Daersh T:.ngkat II Pemalang Nomor § Talun 1995 ten‘bang -

Retribusi Kebersihan, yang telsh ditetapkan oleh Bupat:. Kepg

- la Daerah Tingkat II Pemalang dengaﬁ pérsetuyjuan Dewan Pérw_a_f

kilan Rakyat Daerzh Kabupaten: Daerah Tingka'b‘II Pen{alang pa-—
da tanggal 15 Pebmarz_ 1995 Perda tersebut telah d:\.sahkan -
Guberrmr Kepala Daersh Tingkat I Jawa Tengah dengan Surab -

: Keput,usan tanggal 10 Apnl 1995 Nomor 168 3/77/1095.

Selanj.ztnya Perda tersebut t.elah d:rundangkan oleh
Sekretaris Wilayah / Daersh pada- tanggal 21 Apr:.l 1995 den
d:.nmarb dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pe-
malangNomor $ hSeriB Nomor :,3. |

Dem.k:.an untuk menjadikan pemksa dan guna seperlu -

Vny de

‘ An. BUPATI KEPALA mmm TINGKAT 11

Y‘bho H \
Bupati. Kdh Tk II Pml SaETwILDA ;

Kasubag TU Se‘bm_‘l_da e

rgleet 11 Pemalang ; ii:'- [ ,_;P;ez‘nb:ma Utema Mada
r 8 1  pe- L ,MPO 500 029 622,
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A DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR ¢ 4 TAHUN 1995 SERI B NO. 3
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

Menimbang :

e

L

NOMOR 9 TAHUN 1995
TENTANG
RETRIBUSI KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT PEMALANG

bahwa keben81han merupakan salah satu segi kehldqg

an yang perlu dlpellhara secara terus menerus agar

- menjadi sikap hidup baik oleh warga masyarakat mau

Ce

pun Pemerlntah Daerah deml tercapalnya 1ingkungan
yang bersih dan sehat 3

bahwa untuk menyelenggarakan kebersihan dlperlukan
‘biaya yang cukup besar, oleh karena itu dlperlukan
partlslpa31 seluruh warga masyarakat dengan memba-
yar Retribusi Keber51han H '

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II

Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Ke- -

bersihan Kota yang telah diubah dengan Peraturan -
Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat TI Pemalang Nomor

" 11 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor
12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan Kota-
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dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pémalang.No-‘

mor 5 Tahun 1988 tentang Retribrmui Kebersihan Lingkungan Pa -

sar dan Terminal sudah tidak sesuail lagi déngan perkembangan

keadaan, sehingga perlﬁ ditinjau kembali ;

d. bahwa untuk maksud tersebut diatas pengaturannya perln'ditnaqg

kan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat 1.

2.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950’teﬂfang Pemben -
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam‘Lingkungan Pro

pinsi Jawa Tengeh juncto Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1950 tentang Penetapan mula1 berlakunya»Un .

dangaundang Nomor 13 Tahun 1950
Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Per-

- aturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara. Repu-

blik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57,'Tambahan‘Leme£

- an Negara Republlk Indonesia Nomor 1288 )

. 3.

_Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokppo -
kok Pemerlntahan di Daerah (Lembaran Negara Repu =

blik Indone51a Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembar

an Negara Republik Indonesia Nomor 3037 )

_Undang—undang,Nomor n Tahun 1982 tentang Ketentuan ’
ketentuan Pokok Pengelola_Llngkungan Hldup-(Lembar-\',

an Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 ,

l Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor-

S

3215 )
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

-

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Dae = .

 rah Perubshan ;

f

~—
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II Pemalang
Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Si
pil di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

"II Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting -

kat IT Pemalang Nomor 1% Tahun 1987 Seri D Nomor 6 s
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar-pasar (-
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah- Tlngkat II Pemalang
Nomor 12 Tahun 1988 Seri B Nomor 7 ) 3 N

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Pem«lang
Nomor 11 Tahun 1990 tentang Motto Pembangunan Kabupae
ten Daérsh Tingkat II Pemalang ( Lembaran Daerah Kabu

‘paten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1991 =

. Seri D Nomor 5 ) 3

_Peraturan Daerah Kabupaten Daerah'Tingkat 1I Pemalang

Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersxhan, Keindahan dan

‘Ketertlban ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat
II Pemalang Tahun 1993 Nomor 13 Seri ¢ Nomor 1,

Dengan persetuauan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupéten -
‘\aerah ngkat II Pemalang. '

MEMUTU S KA N

' Menetapkah PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IX PEMA

LANG TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN

o . . o BAB I ,o‘. o o 0 ‘¢’.- (l")o
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BAB I
KETENTUAN UMOM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan :
A Pemerlntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tlngb -
kat 1IT Pemalang 3
b. Bupati Kepala Daerah adalah’ Bupati Kepala Daerah Tingkat-
1I Pemalang ; L o v
. c. Pemakai/pemilik persil'adaléh orang/Badan Hukum yang mema-
- Akai/memiliki tempat untuk tempat tinggal, tempat usaha,tem’
pat pendidikan dan perkaﬁtoran dalém wilayah Kabupaten Dae
‘rah Tingkat II Pemalang | ‘
‘d. Tempat Penampungan Sementara yang selangutnya dlsebut TPS
dan/atau‘Transfer Depo adalah tempat yang dlsedlqkan/dlakui
keberadaannya oleh Pemerintah Daerah pada lokasi yang telah
. ditentukan baik berupé TPS’Kayu..TPS Gerobak‘dan Container-
_ dan/atau Traﬁsfer Depo untuk menampung/mewindabkan sampah -
sebelum diangkut/dibuang ke Tempat Penampungan Akhir ( TPA );
e. Tempat Penampungan Akhir yang selaﬁjutnya disebuk'TPAvadaléh
“tempat yang dlsediakag/dltunjuk oleh Pemerlntah Daerah untuk -
-pembuangan akhir sampah » ; e
'f, Retrlbu51 Kebersihan adalah suatu pungutan,yang'diiakukaﬁ -
oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai-
Aﬁersil yang dapat menikmati jasa kebersihanvdiselurﬁh wila=
yah Kabupaten Daerah Tingkat II'Pemalang ;
g. Kas Daeran adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah T*ngkat II -

Pemalang. -
BAB II ,', N



http://jdih.pemalangkab.go.id/

‘nv

(1)

(2

- 5 -
BAB II
KETENTUAN PEMELTHARAAN KEBERSIHAN\
Pagal 2 A
Kegiatan kebersihan dalam wllayah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang diskkanggarakan oleh selurwh warga masyarakat-

jersama-aama Pemerintah Daerah.

Kegiatan kebersihan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) Pa -

sal ini meliputi ;° ’ g '

a. Pemeliharasn kebeésihén di jalan-jalan ﬁmum, saluran-sa-
luran umunm, tempafetempat umum dan kegiatan lain yang =
berkaitan dengan kebersihan 3 |

b. Pembinaan, Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan atas ke-

giatan pemeliharaan keber51han 1ingkungan H
¢. Pengaturan dan penetapan TPS dan TPA ;-

~ d. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah -

LY

, ke TPS dan'/ atau T P A

e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan‘bara-cafa'yang- '

tidak.menimbulkan gangguan terhadap lingkungan,
' Pasal 3

Setiap orang waJib menjaga kebersihan dengan membuang sampah.

ditempat sampah yang dlsedlakan

'Setlap pemakai atau pemilik persil, bertanggﬁng Jawab atas

kebersihan llngknngan bangungny halaman, saluran aampai di-
batas garis sempadan jalan/sesual batas persil masing—masing‘

(3 vt v a6
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(3) Untuk melakssnhitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pa=
sal ini, pemaka;/pemllik persil wajib menyediakan tempat

&
»

r
b
£
F
r
:

E sampah tertutup yang diletakkan di halaman persil masing-.

masing yang mudah dijangkaw oleh petugas pengmmpul sampah.
(4) Sampah yang telah terkwmpel di tempat sampah diangkut de~'
ngan Gerobag Sampah/Becak Sampah oleh Petugas Eéngumpul -
- sampah yang ditunjuk oleh Pagwyuban Kebersihan, Keindahan
dan Ketertiban Tingkat RT/RW atau Pemerinﬁah'Daerah.
J (5) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan
dijinjing, digendong, dipikul, didoromg atau pedagang ka=
ki lima, wajib menyédiakan tempat sampah yang memadéi m-
tuk menampung sampsh yang dihasilkan. \
’ . / i " pasal 4
| (1) Untuk menampung buangan sampah dari pemakéi/pemilik per =
8il sebagaimana dimakswd pada Péégl-} Peraturan Daerah -
ini, Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/ataw Transfer
Depo sebagai témpaf pemindabén sampah dari gefobag gsanmpah
" /becak sampah ke Dump Truck dan TFh.

(2) Pemakai/pemilik persil ygng;bersifatAniaga'yang menghasil
ken samp<h sebanyak 2,5 M3 atau lebih setiap harinya, da
pat membuang sendiri ke TPA atau sesuai petunjuk Bupati = —
Kepala Daerah. ' - A v _ o

(}) Pemakai/pemilik peréil yang menghasilkan sampah sisa-si-

' sa material bangunan, batang, dahan dan ranting pohon, da
pat membuang sendiri ke TPA atau sesuai petunguk Bupatl -
Kepala Daerah.

W) . e ... (D)
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(&) Pemilik/pengusahabpeternakan wajib membersihkan kandang dan
= membuang kotoran ternaknya ke TPA atau sesuai petunjuk Bupa
" ti Kepala Daerah.
(5} Tatacaralpeiaksanaan peribuangan sampah sebagaiméﬁa dimaksud
pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah, - . |

Pasal 5
Pelaksanaan kebersihan dapat dllakukan oleh Organisasi Masyara-
kat atau Pihak Ketiga lainnya dengan ijin Bupati Kepala Daerah.
- ) Pagal 6 - |
Setiap bengusaha indusfri/pabrik/rumah sakit yahg'méhghasilkan »
limbah, yang mengandung bahan berbahaya, beracun wajib meleng -
kapi tempat usahanya dengan Unlt Pengolah Licbah sesuai dengan
ketentunan yang berlaku.
Pasal 7
Setiap pemakal kendaraan diwa31bkan menjaga kebersihan.
' BAB IIT
KETENTUAN LARANGAN
Pagal 8 )
(1) Dilarang membakar sampah di pekarangan/halaman atau tempat-
L~ tempat yang dapat menihbulkan,bahaya kebakara#'atau meng =

(S

ganggu iingkungan tanpa ijin Bupati Kepala Daerah.
(2) D:Llarang membuang sampzh diluar tempat-tempat yang telah di
~ tentukan / disediskan, -
" (3) Dilarang membuang sisa-sisa bangunan dan/atau sampah yang
berbahaya kedalam tempat sarpah.

W) v v e e (8.
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(4) Dilarang membuang batang, dahan dan ranting pohon dalanm o
junlah yang besar kedalam tempat aampah, sehlnggaAmele—
bihi kapasitas tempat sampah tersebut.‘»~ ,'
(5) Dilarang membuang hasil pengurasan tlnaa disembarang
tempat, selain tempat yang ditentuknn’bleh Bupati Kepap'

la Daerah. . R . :
' BAB IV -

RETRIBUSI KEBERSIHAN - o

Pagal 9 | : o » fw

Atas penyelenggaraan kegiatan'kebergihan,lPemerintah Daerah
mengenakan Retribusi'Kebersihén kepadé seluruh pemakai atau
pemlllk persil diseluruh wxlayah Kabupaten Daerah Tlngkat -
IT Pemalang

Pasal 10 _
Besarnya tarlf retribusi sebagaimana dlmaksud pada Pasal 9
Peraturan Daerah 1n1, adalah sebagail berikut :
- Pemakal atau pemlllk per51l yang bersifat 3
« T Persll bukan niaga : ‘

a) Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di
‘Jalan Kelas I dan II, sebesaf‘Rp.lﬁ.OOO,- (seribu-
rupiah) s/d Rps 2.500,~- (dua ribu lima rafus rupiah)fx

setiap bulan ‘ | o
b) Persil yang bersifat rumah tangga terletak di Jalan
o i.Kelas‘III‘dan iV,-sebesar Rp. 500,- (lima ratus ru-
= - piah) s/d Rp. 14500, ~ (seribu lima ratus rupiah)‘qg’

~ tiap bulan H

.G). -.Vo o 5 o s » 0(9)0
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BAB 1II

KETENTUAN PEMELTHARAAN KEBERSIHAN
Pasal 2 ‘

Kegiaxan kebersihan dalam wllayah Kabupaten Daerah Tingkat

I1I Pemalang dlskkanggarakan oleh selurwh warga masyarakat=

bersama—sama Pemerintah Daerah,

Kegiatan kebersihan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) Pa -

sal ini meliputi :° , , ,

a. Pemeliharaan keber51han di jalan-galan umum, saluran-sa-
luran umumy tempat—tempat umum dan kegiatan lain yang
berkaitan dquan‘kebersihan H |

b. Pembinasn, Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan atas ke-
glatan pemeliharaan Kebersihan lingkungan ; ‘

c. Pengaturan dan penétapaanPS dan TPA ;-

d. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah -
,Ke TPS dan / atau T P A

e.,Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan.bara-cafa‘yang- '

-e

tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
_ Pasal 3 o
Setiap orang waJib menjaga keber51han dengan membuang sampah
ditempat sampah yang glsedlakan.
Setiap peﬁakai atau pemilik persil, bertanggﬁng jawab atas
kebersihan 1lingkungan bangungng halaman, saluran sampai di-
batas garis éempadan jalan/sesuai batas persil masing-masing

(3) . L) L ] L] * [ ] . ° (6)'
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c) Persiliyang bersifat rumah tangga yang terlevak di Jalan .

Kelas V, sebesar Rp, 290,~ (dwa ratws lima puluh) s/d =~
Rp - (lima ratus rlpiah) setiap bwlan.

2+ Persil ber51fat niaga 1

a) Persil Yyang bersifat niaga yang terletak di Jalan Kelag-
I dan.II, sebesar Rp. 2.500,-~ (dwa ribu 1ima ratus m -
piah) s/d Rpe 5.000,~ (lima ribu rupiah) setiap bulan 3

. b) Persil yang bersifat niaga yang terletak di Jalan Kelas

IIT dan IV, sebesar Rp. 1,500,~ (seribu lima ratus ru -

piah) s/d Rp. 3.000,~ (tiga ribu rupiah) setiap. bﬁlaﬂ N
¢) Persil yang.bersifat niaga yang terletak i Jalan Kelas

'V sebesar Rp. 50C,~ (lima ratus rupiah) s/d Rp. 14000y~

( seribu rupiah ) setiap bulan,

3 Per81l yang berupa tempat pendidlkan, perkantoran :

a) Persil yang berupa tempat pendidikan, perkantoran yang .
terletak d1 Jalan Kelas I dan II sebesar Rp. 1. 500,
(seribu lima ratus ruplah>‘Rp. 5,000,~ (lima r1bu rupiah)
setiap bulan 3 . ’

b) Pereil yang berupa tempat pendldlkan, perkantoran yang

terletak dijalan kelas III dan IV Rp, 500,~ (lima ratus-
'rupiah)‘s/d'Rp.‘ZAOOO,- (dua ribu rupish) setiap.bﬁlan H

5 .)APefsil yang berupa Kantor Pgndidikan, Pe?kanthaﬁ'dija -
lan kelas V sebesar Rp, 250,~ (dua ratus lima piluh ru ; R

—~

piah) 8/d Rpe 750,~ (tujuh ratus lima puluh rupiah) se -
tiap bulan.

‘b-‘ * s 0 o » ‘o o‘o . (10)0

»
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be Areal Pasar dan / atau Terminal & .
1. Setiap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang mengg_

" b) Pasar kelas II : X

1)
2)

3)

nakan tempat beraualqp=d1 arealégasar,dlkenagan retqi
‘tusi sebaéai berikﬁt ¢ ‘ _ i . |
a) Pasar kelas I - , . .
1) Klos/petak toko. sebesar Rp. 200,00 (dua ratus -
rupiah) setiap hari "3 | i
2) Didelam Los sebesar Rp. A5Q, OO (serat‘s lima pu

Tlul rupian) setlap-harl‘,;

3) Diluar Los (dasaran) sebesar Rp. 100,00 -=

{ sera‘r,us rupish) setiap hari.

Kios/petak tolro sebesar Rp. 150,00, (seratus lima puiuh
ruplah setiap hari s

Didalam Tios sebesar Rp. 1C0,00 (seratuu rupiah) setiap -

hari ;s . .
Diluar Los (dasaran) sé%es%* Rp~ 75 00 (uuguh paluh 13

ma rupiah) setiap hari,

c) Pasar kelas TII / “arar Desa Binean ¢

1)
2)

3)

hios / pe*ak tomo sebesar Rpc 400 00 (seratus rup;ah)
setiap hari S
Didalam Los sebeser Rno ,E OO (tuJuH puluh lima rupiah)

sectiap hari

Biluar Los (dasaran) sebesar Rpa FO, OO(lima puluh ™™ -
\piah) setiap hari. ‘

~

d) ® & & 2 & & 2 (11).

\,..4

it

oy
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dj Pasar Hewan -
- - 1) Ternak Besar tiap ekor sebesar Rp. 200,00 (dua ratus~-
' - rupiah) setiap hari ; o
2) Ternak kecil tiap ekor sebesar Rp. 100,00 (seratus ru
piah ) setiap hari. o ' .
2s Set:ap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang menggunakanu-
- tempat berjualan diareal termlnal/Sup terminal dikenaksn re
~  tribusi -oebagai berikut : :
ae Terminal - '
1) Kiose/petak toko sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)ﬂ
‘setiap hari ’
s 2) Diluar Kios/petak toko sebesar Rp. 100,00 (seratus ru
piah) setiap hari.
be Sub Terminal ¢ ) . :
1) Kios/petak toko sebesar Rpo 200,00 (dua ratus ruplah)
‘ setiap hari - ‘
2) Dilvar Kios/peiak toko egebesar Rp. 100,00 (seratus r_q.
plah ) setiep hart. .
- 3) Setiap Orang yang menggunakan kamar mandi/WC di areal pasar
. den/atau terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :
Rt &, Buang alr kecil, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)
' b Buang air’besar dan/atau mandi sebesar Rpe 200,00 (d.a ra
= tus rupiah). . ~
Pasal 11. - -~ 7
Kendaraan penumpang umam yané masukbterminal/Sub terminal dikeég
. kan retribusi sebagai berikut ' '

Qoo o 6 s ¢ @ ‘ (12).
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e Bis schosar Rp. 200,00 ( dua ratus rupish ) sckali sctinp=
hari ;

be Microbus scbesar Rp. 150,00 (scratus lima Puluh r'uplah)
sckali sctiap hari 3 :

cs Angkuton Kota/Pcdcsaan scbosar Rp. 100 00 (scratus rupi&h)
sckali sctiap hari.

, : Pasal 12 ‘ ,‘

" (1) Pomingutan rotribusi kcbersihan dilakukon olch Potugos -

yang ditunjuk olch Bupati Kepala Dacrah. :

(2) Poncrimaan dari hasil retribusi kcbersihan harus dn.so‘bor )

ka.n ke Kas Dacrahe .
BAB V
PMBERsIHAN/PmGURASAN SUMUR TINJA
Pasal 13
~Pombcrslhm/pcnguraaan sumur tinja dlsclenggm"dcan oloh Bo-
tugas Pomorintah Dacrah maupun Pihak Ketdgn yang tclah ditun
juk olch Bupati Kcpala Dacroh dcngari menggunakan alat—alat ~

~

pcmbcrsih-m/pongu.easm sumur tinja‘yang pcrsymatanrwa'd:@to_q

tukan oloh Bupati Kepala Dacrahe
- : . Pasal 14

(1) Uik pomborssthan/pengm-—v,san sumur tinja dipungut Tinya

sobosar Rps 124500, (Dua belas rlbu Limg ratus ruplah)
_ / M3. -
(2) Poror'mgm/Pcngusaha yang membuang langsung ke Pongolaoh~

an Tinja dlpungut binya scbesar Rpe 4.000, (Empa'b ribu~ -

rupmh)/M3. ’_ . , _
. . ‘ ; BAB VI.CCO_' .- (13)-

\1\‘\ .
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" BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGAHASAN
o " Pasal 15
Pclaksanann atas Peraturan Dacrah ini dlsorahkan kcpa.d.a Dinose
/Instansl yong ditunjuk oleh Bupati Kepala Dacrsh. -
Pasal 16 3 v
Pengawasan atas polaksmaan Poraturan Dacrah ini dil'dmkan -
olch. Inspcktora-b Wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pomalang
dan Bag:.'m Huloun Sclu‘cﬁc“lat/vhlwah Dacrah. Kabupaton Dﬂcrah
Tingkat II Pomalen
\ BASB viI
KE'I'ENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
 Pasal ‘17 .
?clanggﬂ.ran torhqd.,p kotcntuan-kctentuan d.a.lam Pasal 3 zwa:b -
(1), (2); (3) aap (5), Pasal 6, Pasal 7, Pnsal 8, Pasal 10 -
dan Pasal 11 Poraturan Dacrah ini dla.m,am Pidafia kurungan soig ‘
mﬂ-leunanya 3 ( tiga ) bulan avow dcada scbanyﬂkwbmnyakmu- Rpo '
;o.ooo 00 ( Lima puluh ribu mplam Ve
Pasal 18

“ Sclain oleh Pojabat Ponyidik Unun yang borivgas menyidil +indak |

-~ Dlda.nc., pee Wldlkan atas tindak pidana scbagaimana dimaksud d's -

: J.am Pagal 17 Pcratur'm Da.orﬂ,h ind, dilakukan olch PC"Wldlk Po-

gawal Ncgcn Sipil di. 11nglmng-m FPemerintah Dacroh yang peng -

3]

augka’cam, kewonangan dan dalam meirjalankan tugasnya sosual =~
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakue ‘

-

BAB VIII [ 3 ;,o £ 0 (14) /
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'BAB VIII L
KETENTUAN PENUTUP s
_ v Pasal 19 o '
Hal-hal yang beolum dd svbur dalam Poraturan Dacroh ini , okan

»)

digtur lobih lanjut oleh Bupati Kopala Datroh ~scpanjang —
mcngcmi pelaksanaannyae ) '
' vPﬂ.sal 20
‘Dcngm borla,kunya Peraturan Dacrah 1n1, m.ka Poraturan - W
Dacrah Kabupatca Dacrah Tingkat II Pcmal'mg Nomor 12 Tﬂh‘tm :
1981 tcntang Retritusi Kebersihan Kota yang tolah diuboh=
dengan Poraturcm Daorah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pomp ~
lang Nomor 11 Tahun 1987 dan Pcraturan D'\,crah Kabupa‘bcn -~
Dacrah ’I.‘mgkat II Pemmlang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Retri
busi Kcborsihan | Llngk\mgan Pmsar dan Tcrmmal dlnyat'dcan -
tidnk borl*v.ku 1-1;3;1.

Pasal 21 ,
. P“ra'turan Daorah ini mula.l berlzﬂm pada tmgg'a. -
und'mgkan. , :
) '_ Agar supaya setmp orang dapa't mongctahulnya., MOME = z
rintahkan pengundangan Poraturan Dacrah ind dengan pc.ncnnpq,\,,/;;

annya dalam Lombara.n Dacrah Kabupaten Dacrah Tlngka:b II Po— -
m-ﬁ'mg '

- s o \Di'bcta.pka‘n.‘- TIPS .'v.,(15)~
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_ , Ditetapkan di Peaalang
D | c Pada Tanggal 15 Pobruari 1995
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE- BUPATL KEPALA DAERAH TINGKAT II
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT PENALANG
IT PEMALANG _
: . Ketuﬂ ] - .
C4P ttd v . CAP - ttd v
Drs. H. LASWADI, - . Drs. H. somamno. |

DI SALAEHEKUALADN
Dcngan -
chutusm Gubcrpur  Kepala Dacrah - Tlngka,t I -
Jawan Tcacg a. 'h
Tanggnl : 10 — 4 — 1995 o 188.3/77/1995 =
&n. Sckrotaris wllaym/naerm Tlngkat
Jawa Tengah.
Pj« Kepala Biro * Hukum
- CAP  ttda
SUI ASTOTO, SH ,
Penata Tingkat I

’ DI UNDUALANUGTIXA AN
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
Nomdr ¢ 4 Tl 33% = 4 = 1995 :
SERI :+ B NO ¢ '3

. SEXRETARIS WILAYAH / DAERMHM TINGKAT II PRMALANG
N o

N B ~ Dre. MOELJONO..

‘ | Pomting Utama Muda

NIF. 500 029 622,
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PEJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRAH TINGKAT II PWMALANG

NOMOR - ¢ 9 TAHUN 1995
7 TEN%ANQ
RETRIBUSI KEBERSIHAN

I PENJ ELASAN UMUM.

' Masalah kebersihan lingkungan merupakan salah-satu

kebutuhan yang hakiki dalam kehidupan manusia yang ber-

~arti merupakan kebutuhan dan tanggung ja&ab bersama da-

ri pihak masjarakat maupun Pemerintah Daerah.

Upaya menciptakan kebersihan lingkungan tidak da -

pat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah sampah '

* karena terkait satu sama lain yang penanganan/pengelola

annya perla melibathan banyak pilhak serta memerlukan du
kungan teknologi, sarana den-prasarans serta darie yang
memadais Sélainfitug_hal yang sangat penting adalak si~

kap mental dari semua pihak dalam usaha memuju Femalang

Sehat ),

'Pembayaran Retribusi Kebersihan adalah merupakay -~

salsh sabi wujud myughea dari sikap masyarakat dalem msm

'berikanrpartisipaéinya mendukung Program Pemerintah Dae
“reh dalam upaya menciptakan kebersihan lingkungan. -

Bahwa o s « » » » u.'n 'y (2)0

IKHLAS ( Indah, Komunikatif Hijau, Lancar, Aman dap =~
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L 2\..

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT -
‘ Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribumsi Kebersihan
_ Kota yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabnpaten—
Daersh Tingkat IT Pemalang Nomor 11 Tahnn 1987 tentang -
Perubshan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribumsi Ke-
bersihan Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Retribusi Ke =
bereihan Lingkungani?asar dan Terminal sudzh tidak gesual
lagi dengan perkémbangén keadaan, sehingga perlu ditinjau
kembéii dengan menerbltikan Peraturan Daerah yang baru.

'II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL,

Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas,

Pasal 1 huruf ¢ :~Yang dimaksud Tempat =
. Tinggal adalah tempat -
yang dipakai sebagal ru-
mah tinggal dan

. =Yang dimaksud dengan Tem

‘pat Usaha adalak tempat
yang dipakai untuk usaha
seperti Pertokoan,bengkel,
Perusahaan,Tempat~-tempat-

i

_praktek Dokter, Asrama,
tempat;tempaﬁrpertunjukan,’
Bank Negeri/Swasta dan ja-

- : '~ Ba~jasa lainnya,
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: Pasal 1 hnruf d s/d hnruf 3
- Pasal 2 s / d Pasal 6
Pasal 7

Pasal 8

- Pasal @
Pasal 10

] Pasal 11 a/d Pasal 16
Pasal 17

‘Pasal 18 s/d Pasal 21

-

*e

‘ adalah menyediakan tempat samyah :

3
Cukup Jelas.-
Cukup. jelas.,
Tang dimaksud menjaga kebersihan

-

dalam kendarasn dan dilarang mem

‘buang sampah disembarang tempat.f

.

9

. b'

1333 L
AR BERB A

Bagi pemakai/ﬁemilik persil yang

memiliki luas lahan pekaraagan -

kurang dar1 1o 000 meter persegl=-
dilarang membakar sampah dilahan

pekarangan tersebut.
Cukup jelas.

a. Pelaksanasn pungutan retribusi

dilaksapakan secara bertahap j
Dikecualikan untuk retribusi -

kebersihan ini adalak tempat ~ )

’ibadah dan pemilik/pemakaikpqg
sil tidak mampu ; ’

Yang dimaksud persil jalan ke—
las V pada Pasal 10 a, 1c, 20,

i

3¢ adalah termasuk persil yang~w

tidak ditepi jalam.
Cukup Jelas,

Pelanggaran terhadap Pasal 6 ge =

lain dikenakan ketentuan Pasal 17 =

Peraturan Daerah inl jugas dikenal
sesual peraturan Perundang—undaqg
an yang berlakn.v;

Cukup jelas. '

BB p kbR
Scsﬁ*tﬁtttﬁt



